
  

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  34  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA 

OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar 

Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar 

Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 b.  bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan 

partisipasi oleh kelompok/lembaga keagamaan dan 

organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan sendi 

kehidupan bermasyarakat, serta untuk menindaklanjuti 

pengalokasian penganggaran pemberian hibah kepada 

kelompok/lembaga keagamaan dan organisasi 

kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 

uraian standar harga satuannya, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

perubahan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.05/2009 

tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 244); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 811); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 683); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 

Nomor 18); 

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 

Nomor 534); 

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2020 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2020 Nomor 49); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 

40 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya 

Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2020 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut: 

- Ketentuan Lampiran Daftar Standar Satuan Bantuan 

Hibah, Bantuan Sosial, Honorarium dan Jasa Personil 

kolom Nomor I Belanja Operasi, kolom uraian angka 3 

Belanja Hibah, huruf s Hibah Lembaga Organisasi 

Kemasyarakatan Tk Kabupaten, diubah dan dibaca Hibah 

Lembaga Keagamaan/Organisasi Kemasyarakatan. 

 

 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 
pada tanggal 5 Nopember 2021 

 

 BUPATI GRESIK, 

 
                              ttd 
 

 
FANDI AKHMAD YANI 

Diundangkan di Gresik 
pada tanggal 5 Nopember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GRESIK, 

 

                     ttd 
 

 
Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T. 

           Pembina Tingkat I 

  NIP. 19661027 199803 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 34 


